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P E N E T A P A N
Nomor 458/Pdt.G/2021/PA.Botg

ِ ِ الرّحْمَنِ اللهِ بسِْم الرّحِيمْ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bontang yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

hukum  keluarga  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT,  NIK  -,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  wirausaha,

pendidikan  terakhir  SD,  tempat  kediaman  di  Kota  Bontang,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan

terakhir  SD,  tempat  kediaman  di  Kota  Bontang,  Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat  gugatannya tertanggal  01 Nove,ber 2021

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bontang,  Nomor

458/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal  09 November 2021 telah mengajukan surat

gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di

Bontang pada tanggal 20 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Bontang  Selatan  Kota  Bontang  Provinsi  Kalimantan

Timur,  dengan Kutipan Akta  Nikah  Nomor.  418/29/X/2013  tanggal  11

November 2013;

Hlm 1 dari 7. Putusan No. 458/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,

dan  bertempat  tinggal  bersama  dirumah  orang  tua  Tergugat  di  Desa

Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4

tahun 6 bulan, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa

Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2

tahun  9  bulan  dan  sampai  sekarang  ini  perkawinan  Penggugat  dengan

Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari  pernikahan Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai 2  (dua)

orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I lahir di Bontang, 16 November 2017;

3.2. ANAK II lahir di Bontang, 31 Maret 2021;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

berjalan  rukun  dan  harmonis,  namun sejak  bulan  Desember  2020 mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  sebab-sebab terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

karena:

5.1. Masalah keluarga Tergugat  selalu  ikut  campur  dalam

urusan  dan  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat,  dimana  Tergugat  selalu  memihak  kepada  Keluarga

Tergugat  sehingga  Penggugat  merasa  tidak  dihargai  lagi  sebagai

seorang isteri;

5.2. Masalah  Tergugat  selalu  marah-marah  kepada

Penggugat jika Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat untuk

menjalankan perintah Agama seperti shalat lima waktu;

6. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

semakin  tajam  dan  memuncak  terjadi  pada  bulan  Januari  2021  dan

akibatnya sejak saat  itu  hingga sekarang,  selama kurang lebih 10 bulan

Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal karena  Tergugat  pergi

meninggalkan kediaman bersama disaat Penggugat dalam keadaan hamil 6

bulan, dimana dalam pisah rumah tersebut sekarang Tergugat bertempat
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tinggal  dirumah saudara  Tergugat  di  Jalan  Pramuka 3  RT.02 (Kediaman

Bapak Fajar) Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota

Bontang  dan  Penggugat  sekarang  bertempat  tinggal  di  rumah  saudara

Penggugat  di  Jalan  Soekarno  Hatta  RT.03  Kelurahan  Bontang  Lestari,

Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

7. Bahwa  dengan  sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,

karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sulit  diatasi  dan  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik

bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang

ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar

Ketua Pengadilan  Agama  Bontang Cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan

mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dipanggil  untuk  hadir  pada  hari  dan

tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap

ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan

meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut ternyata tidak beralasan hukum;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  untuk  tetap

mempertahankan  ikatan  perkawinan  dengan  Tergugat dan  atas  usaha

perdamaian  tersebut,  Penggugat  menyatakan  telah  kembali  rukun  dengan

Tergugat;
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Bahwa Penggugat bermohon di muka persidangan untuk mencabut surat

gugatannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama  Bontang

tertanggal 09 November 2021, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini  yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah

perceraian  antara  suami  istri  yang  akad  nikahnya  dilangsungkan  menurut

hukum  Islam  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka

perkara ini  menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa

dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Penggugat  dalam  surat

gugatannya  ternyata  Penggugat  dan Tergugat  bertempat kediaman di wilayah

Kota  Bontang,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  73  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

perkara  ini  merupakan kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama  Bontang untuk

memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan

Tergugat sebagaimana  maksud  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  dan Penggugat menyatakan

telah kembali rukun dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan secara lisan permohonan di

muka persidangan untuk mencabut surat gugatannya; 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya

tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Penggugat

untuk  mencabut  perkaranya,  maka  sesuai  Pasal  271  Rv. Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  permohonan  untuk  mencabut  perkara  tersebut  patut

dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut

perkaranya telah dikabulkan, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI  Nomor  :  KMA/032/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakukan  Buku  II  Pedoman

Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  diperintahkan  kepada

Panitera Pengadilan Agama  Bontang untuk mencatat pencabutan perkara ini

pada buku register perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah

tidak ada sengketa  tidak  ada  perkara  dan  tidak  ada perkara  tanpa adanya

biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

segala  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat

sesuai  dengan maksud Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama;

Menimbang,  bahwa segala  sesuatu  yang  tidak  dipertimbangkan  dalam

putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan  permohonan   pencabutan  perkara  Nomor:

458/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Bontang untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 24 Rabiul Aakhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc.,

M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar,

S.H.I.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan

dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

             Hakim Anggota I,     Hakim Anggota II,

                   Ttd                   Ttd

          Riduansyah, S.H.I.                        Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp     60.000,00

2. Biaya Proses Rp     50.000,00   

3. Biaya Panggilan Rp   600.000,00

4. Biaya Meterai Rp       10  .000,  00  

J  u  m  l  a  h Rp   720.000,00

         (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

  Panitera Pengadilan Agama Bontang
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                                                                     H. Mursidi, S.H., M.Hum.
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